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WALIKOTA SURABAYA 
 

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR   5   TAHUN  2009 

  
T E N T A N G 

 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR  5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN  

DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN   
 

 
WALIKOTA SURABAYA,  

 
 
Menimbang :  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Perpustakaan, maka   perlu menetapkan Instruksi 
Walikota tentang  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Perpustakaan. 

 
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa  Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang 

Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya 
Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 
1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor  2533); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4301); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4774); 

 
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4928); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor   41  
Tambahan  Lembaran Negara Nomor  4496); 

 
11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

 
12.  Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan; 
 

13.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan  
dan Angka Kreditnya; 

 
14.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 

 
15.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8); 

 
16.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). 

 
MENGINSTRUKSIKAN : 

 
Kepada  :   Sdr. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. 
 
Untuk 
KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. 
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KEDUA      :    Melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.  

 
KETIGA            :  Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Perpustakaan.   

 
 KEEMPAT       :  Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Perpustakaan, agar segera :  

 
a.  menyiapkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Walikota 

kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang 
meliputi  rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang 
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 
6 ayat (2), Pasal 7 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 24 ayat (2) 
dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 
2009; 

 
 b.  melakukan koordinasi dengan instansi/Unit Kerja terkait sesuai  
  keperluan. 
 
KELIMA   :  Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada 

Walikota Surabaya. 
 
KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 25 Agustus 2009   
 
 
   WALIKOTA SURABAYA, 
 
                    ttd 
 
 

   BAMBANG DWI HARTONO 
 
Tembusan  : 
Yth.  Sdr. Inspektur Kota Surabaya. 
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